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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Hill dan Hupe (dalam Handoyo, 2012:94) memahami implementasi kebijakan 

sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Dalam hal ini 

ada dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak 

implementor. Suatu implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan 

paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan. 

Pengawasan pada dasarnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang 

pemimpin dalam setiap organisasi. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, 

pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan. 

Inspektorat merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengendalian internal 

di Indonesia, yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terdapat empat 

lembaga APIP yaitu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Inspektorat Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kota dan tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah; 

4) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 
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5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, 

diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Dalam penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan melalui 

pengendalian intern. Pengendalian intern ini sangat penting dalam suatu organisasi, karena 

dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan kinerja organisasi yang 

baik pula. Dengan kata lain, Pengendalian intern yang baik, akan berpengaruh untuk 

meningkatkan kinerja anggota dalam mencapai tujuan organisasi. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggaran Keuangan dan Pembangunan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelengaraan kegiatan pemerintahan 

dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
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Organsisasi dan tata laksana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Kota Palembang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota 

Palembang. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP adalah tim yang dibentuk untuk 

mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, 

serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yang diperlukan untuk melaksanakan 

SPIP.  

Berikut pejabat/pegawai Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan 

Pemerintah Kota Palembang: 

NO.   JABATAN JABATAN DALAM 

SATUAN TUGAS 

1 Walikota Palembang Pembina 

2 Wakil Walikota Palembang Pembina 

3 Sekretaris Daerah Penanggungjawab 

4 Inspektur Kota Palembang Ketua 

5 Kepala BKP & SDM Kota Palembang Wakil Ketua 

6 Sekretaris Inspektorat Kota Palembang Sekretaris 

7 Kabag. Hukum Setda Kota Palembang Anggota 

8 IRBAN I Inspektorat Kota Palembang Anggota 

9 Kabag. Ortala Setda Kota Palembang Anggota 

10 IRBAN II Inspektorat Kota Palembang Anggota 

11 Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang Anggota 

12 Sekretaris BKP & SDM Kota Palembang Anggota 

13 Kabid. Diklat SDM BKPSDM Kota Palembang Anggota 

14 IRBAN III Inspektorat Kota Palembang Anggota 

15 IRBAN IV Inspektorat Kota Palembang Anggota 

16 Sekretaris BPKAD Kota Palembang Anggota 

17 Kabid. Akuntansi BPKAD Kota Palembang Anggota 

18 Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota 

Palembang 

Anggota 

19 Sekretaris Bappeda Kota Palembang Anggota 

20 Kabag. Umum Setda Kota Palembang Anggota 

21 Kabag. Keuangan Setda Kota Palembang Anggota 

22 Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota 

Palembang 

Anggota 

23 Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota 

Palembang 

Anggota 

24 Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota 

Palembang 

Anggota 

25 Dr. Rosidin Hasan, M. PdI Anggota 

26 H. Izhar Zulfikar, SE Anggota 

27 Yubi Fajar Kesuma, SH, MM Anggota 
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NO.   JABATAN JABATAN DALAM 

SATUAN TUGAS 

28 Nurhayati, S.IP, M.Si Anggota 

29 Enni Zuraidah,  S.Pd Anggota 

30 Yusrizal, SE Anggota 

31 Fia Mariestika, ST Anggota 

32 Erlinda, SE Anggota 

33 Aah Sholiha, SE Anggota 

Tabel 1. Pejabat/Pegawai Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota Palembang 

Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palembang Nomor 04.a Tahun 2017 

  

 Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas 

membantu Walikota dalam pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan fungsi  Inspektorat Daerah 

yaitu pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui: 

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 

dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, 

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan 

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, strandar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu 

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegiatan dalam mencapai tujuan. 

4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Lanjutan Pejabat/Pegawai Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota Palembang 
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5. Kegiatan pengawasan lainnya adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di luar tugas audit, reviu, evaluasi 

dan pemantauan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan. 

 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11, perwujudan 

peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus: 

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah. 

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Intansi Pemerintah. 

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini umumnya diselenggarakan 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Palembang 

agar apa yang direncanakan setiap OPD dapat terealisasi dengan baik. Pelaksanaan 

pengawasan SPIP oleh Inspektorat Kota Palembang tidak dilangksanakan sekaligus, 

mengingat jumlah OPD yang ada di lingkungan Kota Palembang. Oleh karena itu, 

Inspektorat Kota Palembang melaksanakan pengawasan SPIP Organisasi Perangkat Daerah 

sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 

Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam mendorong 

terciptanya pemerintahan yang bersih dan perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan 

melalui pelaksanaan SPIP. Dalam pelaksanaan SPIP, Inspektorat sangat berperan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan maturitas SPIP. Untuk 
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melakukan penilaian implementasi SPIP disediakan media pengukuran maturitas SPIP 

yang terpola dalam enam tingkatan atau level. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP 

dijelaskan pada tabel berikut: 

TINGKAT/LEVEL KARAKTERISTIK SPIP 

0 (Belum Ada) 

K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur 

yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik 

pengendalian intern. 

1 (Rinstisan) 

Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan 

pengendalian yang diperlukan msih bersifat ad-hoc dan tidak  

terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan 

sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. 

2 (Berkembang) 

K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun 

tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat 

tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit  

organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga 

banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara 

memadai. 

3 (Terdefinisi) 

K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan 

terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas 

pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang 

memadai. 

4 (Terkelola dan 

Terstruktur) 

K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, 

masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu 

mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu 

sendiri maupun K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi. 

5 (Optimum) K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang 

berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang 

didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi 

komputer. 

Tabel 2. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 
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 Berikut di bawah ini tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Sumber: Dokumen tentang Gambaran Umum, Tahapan, Serta Kebijakan Dan Strategi 

Penyelenggaraan SPIP 

 

Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Kota 

Palembang sering kali dihadapkan berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah. Rendahnya 

penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah ini 

dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan, khususnya di lingkungan Kota Palembang. Hal 

ini dapat disebabkan karena kurangnya keperdulian terhadap SPIP, keterbatasan 

sumberdaya pengawas sehingga fasilitas yang tersedia kurang optimal yang dapat 

menghambat proses pengawasan.  
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Berikut di bawah ini evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

terhadap Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Palembang: 

No. 
Nama Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) 
Nilai Tingkatan 

1. Dinas Kebudayaan  2.94.89 Berkembang 

2. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat (PPPAPM)  

1.744 Rintisan 

Tabel 3. Sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Sumber: Laporan Kinerja  Inspektorat Daerah Kota Palembang, 2020 

 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), pada 

tahun 2020 Inspektorat Daerah Kota Palembang telah menetapkan target indikator 

persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP pada level terdefinisi sebesar 

25% atau sebanyak 13 OPD. Namun, Inspektorat Daerah Kota Palembang hanya 

melakukan evaluasi SPIP terhadap 2 OPD. Pada tahun sebelumnya capaian indikator ini 

sebesar 61.5%. Turunnya capaian ini salah satunya disebabkan adanya pergeseran 

anggaran kegiatan dialihkan ke kegiatan yang berkaitan dengan audit, reviu dan evaluasi 

kegiatan pengadaan barang dan jasa yang lebih memprioritaskan kegiatan berkaitan dengan 

covid-19. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu diamati lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan kendala yang dihadapi guna mencapai tata 

pemerintahan yang baik dimuat dalam penelitian berjudul “Implementasi Pengawasan 

Inspektorat Kota Palembang Pada Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya 

peneliti dapat mendalami maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Berdasarkan hal 

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat 

pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi 

Perangkat Daerah di Kota Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang. 

 

D. Batasan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas, maka perlu adanya batasan yang jelas 

dalam penelitian ini, yaitu data diperoleh dari Inspektorat Kota Palembang untuk 

membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan 

Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi 

Perangkat Daerah di Kota Palembang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya 

implementasi kebijakan publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pemikiran bagi pihak yang terkait dalam melaksanakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota 

Palembang. 
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